
5. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); I

Mengingat

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut;

b. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya jenis dan
mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap
pengguna jasa angkutan laut, perlu menyusun Standar
Pelayanan Penumpang Angkutan Laut;

a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah diatur
setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib
menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar
Pelayanan;

Menimbang

MENTERl PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

STANDARPELAYANANPENUMPANGANGKUTANLAUT

TENTANG

PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLlK INDONESIA

NOMOR PM 37 TAHUN2015

MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



3. Perusahaan ...

2. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut
kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.

1. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,
cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
STANDARPELAYANANPENUMPANGANGKUTANLAUT.

MEMUTUSKAN:

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68
Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1113);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nornor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 273);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
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Menetapkan:



13. Maklumat ...

12. Pengguna Jasa adalah setiap orang darr/ atau badan
hukum yang menggunakan jasa angkutan laut, baik
untuk angkutan orang.

11. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang
kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan
terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

10. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga
pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang
melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian,
pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian
pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang
belum diusahakan secara komersial.

9. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga
pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang
melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang
diusahakan secara komersial.

8. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan,
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit
Penyelenggara Pelabuhan.

7. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas
kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat,
tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun
penumpang, dari/ atau tempat bongkar muat barang.

6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
darr/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang, darr/atau bongkar
muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh
kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang
pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan
antarmoda transportasi.

5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga
mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk
kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di
bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah.

4. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan
dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

3. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan
angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang
melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah
perairan Indonesia danj' atau dari dan ke pelabuhan di
luar negeri.
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(4) Pelayanan ...

tunggu

Pelayanan keamanan dan ketertiban di terminal
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b,
meliputi:
a. fasilitas kearnarian berupa ruang

penumpang dan pengantar / penjemput;
b. naik turun penumpang dari dan ke kapal;
c. pos dan petugas keamanan;
d. informasi gangguan keamanan; dan
e. perala tan dan pendukung keamarran.

{3}

(2) Pelayanan keselamatan di terminal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. informasi dan fasilitas keselamatan; dan
b. informasi dan fasilitas kesehatan.

(1) Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut di
terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf a, wajib disediakan dan dilaksanakan oleh
operator terminal penumpang, yang meliputi:
a. pelayanan keselamatan;
b. pelayanan keamarian dan ketertiban;
c. pelayanan kehandalan/keteraturan;
d. pelayanan kenyamanan;
e. pelayanan kemudahan; dan
f. pelayanan kesetaraan.

Pasal3

(3) Penyelenggara jasa pelayanan penumpang angkutan
laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. Unit Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha

Pelabuhan; dan
b. Perusahaan Angkutan Laut Nasional.

(2) Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut di

terminal; dan
b. Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut di

atas kapal.

(1) Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut
merupakan pedoman bagi penyelenggara jasa
pelayanan penumpang angkutan laut dalam
memberikan pelayanan jasa kepada penumpang
angkutan laut.

Pasa12

Perhubungan Laut.
JenderalDirekturadalahJenderal15. Direktur

14. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

13. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang
berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang
terdapat dalam standar pelayanan.
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(2)Pelayanan ...

(1) Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut di atas
kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf b wajib disediakan dan dilaksanakan oleh
penyelenggara angkutan laut, yang meliputi:
a. pelayanan keselamatan;
b. pelayanan keamanan dan ketertiban;
c. pelayanan kehandalan;
d. pelayanan kenyarnanan;
e. pelayanan kemudahan; dan
f. pelayanan kesetaraan.

Pasa15

Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut di terminal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
Larnpiran Iyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasa14

(7) Pelayanan kesetaraan di terminal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf f, meliputi:
a. fasilitas penyandang difable; dan
b. ruang ibu menyusui.

(6) Pelayanan kemudahan di terminal sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1)huruf e, meliputi:
a. informasi pelayanan;
b. informasi waktu kedatangan dan keberangkatan

kapal;
c. informasi gangguan perjalanan kapal;
d. informasi angkutan lanjutan;
e. fasilitas layanan penumpang;
f. fasilitas kemudahan naik/ turun penumpang;
g. tempat parkir; dan
h. pelayanan bagasi penumpang.

(5) Pelayanan kenyamanan di terminal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf d, meliputi:
a. ruang tunggu;
b. gate/koridor boarding;
c. toilet;
d. tempat ibadah;
e. lampu penerangan;
f. Iasilitas kebersihan;
g. fasilitas pengatur suhu;
h. ruang pelayanan kesehatan; dan
1. area merokok.

(4) Pelayanan kehandalan Zketeraturan di terminal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, meliputi:
a. kemudahan untuk mendapatkan tiket; dan
b. informasi mengenai jadwal keberangkatan dan

kedatangan kapal.
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Pasal7 ...

Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut di atas
kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasa16

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
f dan huruf g, dan ayat (7) berlaku untuk kapal
dengan kapasitas lebih dari 500 (lima ratus)
penumpang dan j' atau waktu tempuh lebih dari 6
(enam) jam perjalanan.

(7) Pelayanan kesetaraan di atas kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf f, meliputi:
a. Lempat tidur prioritas untuk difable; dan
b. kursi roda.

(6) Pelayanan kemudahan di atas kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. informasi untuk mengetahui tempat duduk / tempat

tidur sesuai tiket;
b. informasi mengenai ruang kapal;
c. informasi pelabuhan yang akan disinggahi; dan
d. informasi gangguan perjalanan kapal.

(5) Pelayanan kenyamanan di atas kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. kapasitas angkut;
b. lampu penerangan;
c. fasilitas pengatur suhu;
d. fasilitas kebersihan;
e. tingkat kebisingan;
f. toilet;
g. ruang ibadah;
h. kafetaria; dan
1. informasi larangan merokok.

(4) Pelayanan kehandalan di atas kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. ketepatan jadwal keberangkatan; dan
b.' ketepatan jadwal kedatangan kapal.

di atas kapal
(1) huruf b,

Pelayanan keamanan dan ketertiban
sebagaimana dimaksud pada ayat
meliputi:
a. fasilitas keamanan;
b. petugas keamanan; dan
c. informasi gangguan keamanan.

(3)

(2) Pelayanan keselamatan di atas kapal sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. informasi dan fasilitas keselamatan; dan
b. informasi dan fasilitas kesehatan.
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Pasal 10 ...

(2) Dokumen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)harus disetuj ui oleh Direktur Jenderal.

(1) Penyelenggara jasa pelayanan penumpang angkutan
laut wajib menyusun dokumen Standar Pelayanan
sesuai dengan komponen Standar Pelayanan
Penumpang Angkutan Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

Pasa19

(2) Dalam hal terjadi keterlambatan dari jadwal
keberangkatan kapal di terminal penumpang,
penyelenggara angkutan laut wajib mengumumkan
keterlambatan dan alasan keterlambatan kepada calon
penumpang melalui pengumuman.

(1) Dalam hal terjadi keterlambatan 24 (dua puluh empat)
jam dari jadwal keberangkatan kapal, penyelenggara
angkutan laut wajib mengumumkan keterlambatan
dan alas an keterlambatan kepada calon penumpang
melalui media pengumuman, telepon, atau pesan
layanan singkat paling lambat 12 (dua belas) jam
sebelum jadwal keberangkatan atau sejak pertama kali
diketahui adanya keterlambatan.

Pasal8

(3) Dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan
perjalanan terjadwal yang diakibatkan oleh force
majure dan teknis di pelabuhan, penyelenggara
angkutan laut dibebaskan dari kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(2) Dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan
perjalanan terjadwal dari kapal lebih dari 6 (enam)
jam, dapat diberikan formulir informasi keterlambatan
dari penyelenggara angkutan laut kepada perrumparig
yang membutuhkan.

(1) Dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan
perjalanan terjadwal dari kapal pada pelabuhan
keberangkatan, penyelenggara angkutan laut wajib
memberikan kompensasi kepada penumpang dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. 8 (delapan) jam sampai dengan 24 (dua puluh

empat) jam diberikan kompensasi berupa makanan
berat dan minuman; dan

b. lebih dari 24 (dua puluh empat) jam wajib
diberikan hak pengembalian tiket 100% (seratus
persen) bagi penumpang yang membatalkan
perjalanan dan biaya penginapan.

Pasal 7
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Pasal 14 ...

(2) Mekanisme penilaian dan pengawasan Standar
Pelayanan Penumpang Angkutan Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.

(1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan
pengawasan teknis terhadap penerapan Standar
Pelayanan Penumpang Angkutan Laut sesuai dengan
kewenangan dan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Pasal 13

Penyelenggara jasa pelayanan penumpang angkutan laut
yang melanggar ketentuan Standar Pelayanan Penumpang
Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan
Pasal 6, dikenai sanksi administratif sesuai dengan
peraturan perundang-undangan berupa peringatan tertulis,
pembekuan izin, atau pencabutan izin.

Pasal 12

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)dilaporkan kepada Menteri.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)paling sedikit memuat:
a. fungsi dan manfaat jenis pelayanan; dan
b. pemenuhan nilaiJukuranjjumlah jenis pelayanan.

(1) Untuk memastikan terpenuhinya Stan dar Pelayanan
Penumpang Angkutan Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dilakukan pemantauan
dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan oleh
Direktur Jenderal.

Pasal 11

(3) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

(4) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dipublikasikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak Standar Pelayanan ditetapkan.

(2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan kesanggupan dan kewajiban
penyelenggara jasa pelayanan penumpang angkutan
laut untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan
Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

(1) Untuk menerapkan Standar Pelayanan yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2), penyelenggara jasa pelayanan penumpang
angkutan laut wajib menyusun dan menetapkan
Maklumat Pelayanan.

Pasal 10
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Salinan sesuai dengan aslinya

KEPn :~ HUfM DANKSLN,

I ~ \
SRILESTARIRAH YU
Pembina Tk. I (IVIb)

NIP. 19620620 198903 2001

BERITANEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN2015 NOMOR276

YASONNAH. LAOLY

ttd.

MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2015

IGNASIUSJONAN

ttd.

MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIKINDONESIA,

Ditetapkan di Jakarta
pada tangga113 Februari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri In! dengan
Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri In! mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal 15

Penyelenggara jasa pelayanan penumpang angkutan laut
wajib menyesuaikan Standar Pelayanan Penumpang
Angkutan Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri ini dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan
Menteri ini mulai berlaku.

Pasa114
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